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LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang

:  2008-2009
Masa Persidangan

:  I

Jenis Rapat
: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Hari, Tanggal

:  Kamis, 11 September 2008
Pukul



:  13.00 WIB 
Sifat Rapat


:  Terbuka

Pimpinan Rapat

:  Drs. Theo  L.  Sambuaga
Sekretaris Rapat

:  Dra. Damayanti

Acara



:  1.  Kata Pengantar oleh Ketua Rapat

2.
Penjelasan oleh KPI




   3.  Tanya jawab





   4.  Penutup

Hadir
:  - 31 Anggota dari 47 Anggota Komisi I DPR RI


-
Ketua KPI, Sasa Djuarsa Sendjaja, beserta jajaran
I.
PENDAHULUAN
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI pada hari Kamis, tanggal 11 September 2008 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo  L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN

1. Sehubungan dengan masih terdapat tayangan lembaga penyiaran khususnya televisi yang mengandung eksploitasi seks, unsur kekerasan, dan tahyul yang membodohkan masyarakat, Komisi I DPR RI minta KPI untuk meningkatkan pengawasan terhadap content siaran dan menegakan Pedoman Perilaku Penyiaran, serta mengambil tindakan tegas terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

2. Komisi I DPR RI minta KPI agar membantu keberadaan dan pengembangan kegiatan radio komunitas yang memang dibutuhkan dan berdampak positif bagi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kegiatan lembaga penyiaran yang diduga melanggar peraturan yang berlaku, seperti radio yang dikelola oleh Polda Metro Jaya dan TNI AL, agar penyelenggaraan kegiatan penyiaran sesuai dan berdasarkan dengan peraturan perundangan di bidang penyiaran. 

3. Mengingat pentingnya fungsi KPID untuk mengefektifkan pengawasan penyiaran di daerah, Komisi I DPR RI minta KPI Pusat untuk segera mengupayakan realisasi pembentukan 6 (enam) KPID yang belum terbentuk dengan berkoordinasi dengan Mendagri dan Gubernur terkait untuk turut membantu mempercepat pembentukannya.

4.
Sehubungan dengan pemberian izin pada Lembaga Penyiaran Berbayar PT. Karya Megah Adijaya/Aora TV yang digugat oleh IMPLC (Indonesia Media Law&Policy Centre) karena terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan khususnya menyangkut ketentuan tentang pemindahtanganan kepemilikan/Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Komisi I DPR RI minta KPI agar merekomendasikan pada Pemerintah untuk membatalkan pemberian ijin PT. Karya Megah Adijaya/Aora TV. 
III.
PENUTUP
Rapat ditutup pukul 17.45 WIB

KETUA RAPAT
THEO  L.  SAMBUAGA
A-525
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